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MOTTO 

Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, niscaya aku akan 

berantas kejahatan meski tanpa Undang-Undang sekalipun. (BM Taverne) 

Saya tidak setuju dengan apa yang anda katakan, tapi saya akan membela 

sampai mati hak anda untuk mengatakan itu. (Voltaite)  
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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG TIDAK MENGIKUT 

SERTAKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM RAPAT VERIFIKASI 

PIUTANG 

(Putusan Perkara Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)  

 

Salah satu asas dan tujuan hukum kepailitan adalah membagi kekayaan 

debitor pailit secara seimbang kecuali ada alasan hak yang sah untuk didahulukan. 

Untuk memperoleh pembagian harta pailit, kurator akan melakukan verifikasi atau 

pencocokkan utang piutang terlebih dahulu. Verifikasi ini berlaku untuk semua 

jenis kreditor, termasuk kreditor separatis. Namun dalam praktek dapat ditemukan 

bahwa kreditor separatis ini tidak diikutkan dalam rapat verifikasi. Untuk itu 

penerilitian ini mengangkat masalah perlindungan hukum bagi kreditor sparatis 

yang tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator. Penulis mengangkat 

dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana jika kreditur separatis tidak diikut 

sertakan dalam rapat verifikasi piutang oleh kurator; dan 2). Bagaimana 

pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis 

dalam rapat verifikasi piutang. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan 

konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), dan pendekatan kasus (case approach). 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alasan atau faktor penyebab kreditor 

separatis tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator ialah dapat 

terjadi Dalam hal sebagaimana kreditor yang alamatnya tidak diketahui atau yang 

berdomisili di luar wilayah indonesia sesuai yang dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, serta tanggung jawab Kurator yang tidak mengikut sertakan 

kreditor separatis dalam verifikasi, apabila selama kesalahan yang dilakukan 

kurator tidak menimbulkan kerugian dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku didalam pemberesan harta pailit yang berakibat kedalam 

pembagian daftar harta piutang maka pertanggungjawaban kurator ialah sebatas 

kapasitas kurator sebagai kurator yang dimana kerugian tersebut nantinya 

dibebankan pada harta pailit. Namun, apabila kesalahan yang terjadi 

mengakibatkan kerugian materiil tanpa sebab dalam pemberesan harta pailit yang 

merugikan para kreditor terhadap pembagian harta piutang kurator bertanggung 

jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang 

ditimbulkannya. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Kurator; Verifikasi; Piutang. 
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ABSTRACT 

ACCOUNTABILITY OF CURATORS WHO DO NOT INCLUDE SEPARATIST 

CREDITORS IN RECEIVABLES VERIFICATION MEETINGS 

(Case Decision Number 895 K / Pdt.Sus-Bankruptcy / 2016) 

 

One of the principles and objectives of bankruptcy law is to divide the 

wealth of the insolvent debtor equally unless there is a valid reason for the right 

to take precedence. To obtain the distribution of bankruptcy assets, the curator 

will verify or match the receivables first. This verification applies to all types of 

creditors, including separatist creditors. However, in practice it can be found that 

these separatist creditors are not included in verification meetings. For that 

Penerilitian ini mengangkat masalah perlindungan hukum bagi kreditor sparatis 

yang tidak diikutsertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator. Penulis 

mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1). Bagaimana jika kreditur separatis tidak 

diikut sertakan dalam rapat verifikasi piutang oleh kurator; dan 2). Bagaimana 

pertanggungjawaban kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis 

dalam rapat verifikasi piutang. 

In this research, the author uses normative legal research methods using 

three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 

case approach. 

The results showed that the reasons or factors causing separatist creditors 

not to be included in the verification meeting by the curator can occur in cases 

such as creditors whose addresses are unknown or who are domiciled outside the 

territory of Indonesia as described in Law Number 37 of 2004 concerning 

Bankruptcy and Suspension of Obligations Debt Payment, as well as the 

responsibility of the Curator who does not include separatist creditors in 

verification, if as long as the mistake committed by the curator does not cause 

losses and does not violate the applicable laws and regulations in the settlement 

of bankruptcy assets which results in the distribution of the list of receivable 

assets, the receiver's responsibility is limited to the capacity of the curator as a 

curator where the loss will be charged on the bankruptcy estate. However, if the 

error that occurs results in material loss without cause in the settlement of the 

bankruptcy property that harms the creditors of the division of the receiver's 

assets personally liable, the receivership must pay the losses himself. 

 

Keywords: Accountability; Curator; Verification; Receivables. 
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